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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan alat bukti terhadap 

Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam putusan Nomor. 

79/Pid.B/2022/PN Pya. Dan Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis 

Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana Nomor 

79/Pid.B/2022/PN Pya. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah 

dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu 

Pengadilan Negeri Praya. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan 

dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data 

sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Alat Bukti 

Petunjuk Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan 

Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pya sudah terpenuhi karena penerapan Alat Bukti 

Petunjuk tersebut mengacu pada unsur Tindak Pidana Pencurian Berat atau 

Berkualifikasi, apabila diuraikan maka unsur-unsur dalam Pasal 363 adalah Unsur 

barang siapa, Unsur mengambil barang, Unsur yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain, Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 

hukum, Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak 

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Unsur yang dilakukan dua orang 

atau lebih. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam 

Perkara Pidana Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pya juga telah mempertimbangkan 

terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu 

sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf F KUHAP dan melalui 

kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 serta juga 

sesuai dengan konsep teori pembuktian dan teori pemidanaan. 

 

Kata Kunci: Pencurian, Pemberatan, Tindak Pidana, Putusan, Pertimbangan 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sesuai dengan Amandemen ke-4 Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, 

Negara Indonesia diakui sebagai negara hukum. Pasal tersebut menjadi 

dasar konstitusional yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang 

berprinsip pada hukum, di mana hukum ditempatkan sebagai satu-satunya 

peraturan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Unsur konsep 

negara hukum, yang berasal dari tradisi Anglo-Saxon (the rule of law), 

terlihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, khususnya melalui Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa:  

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya.” 

Salah satu aspek hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum 

pidana, yang merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terdiri 

dari dua bagian, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. 

Hukum pidana materiil mengatur mengenai penentuan tindak pidana, 

pelaku tindak pidana, dan sanksi pidana, sementara hukum pidana formil 

mengatur pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, regulasi hukum 

pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

dan perundang-undangan pidana di luar KUHP, seperti Undang-Undang 

Korupsi dan Undang-Undang Terorisme. Sementara itu, pengaturan hukum 

pidana formil diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan lainnya seperti 
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Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pemasyarakatan, 

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang 

melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum 

pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di 

pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan 

bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan 

sidang pengadilan. Dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa 

melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu 

pembuktian. 

Hukum pembuktian (law of evidence) dalam persidangan 

merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Tingkat 

kompleksitasnya semakin meningkat karena pembuktian terkait dengan 

kemampuan untuk merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai 

suatu kebenaran. Definisi "membuktikan" merujuk pada upaya untuk 

meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau argumen yang disajikan 

dalam suatu perselisihan hukum.1 

Dalam Konteks Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia, 

terdapat regulasi mengenai proses pembuktian. Menurut Pasal 183 KUHAP, 

dalam perkara pidana, diperlukan setidaknya dua alat bukti yang sah. Pasal 

184 KUHAP menjelaskan bahwa alat bukti yang sah dapat berupa 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dari 

 
1 Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Binacipta, 1989), Cet ke-3, hlm. 78 
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terdakwa. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim memiliki kewenangan 

untuk menjatuhkan pidana apabila setidaknya terdapat dua alat bukti yang 

sah yang dapat membentuk keyakinan hakim terkait kesalahan terdakwa. 

Pembentukan keyakinan hakim ini didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-

alat bukti yang dilakukan dalam proses persidangan. 

Salah satu alat bukti yang digunakan dalam pembuktian perkara 

pidana adalah alat bukti petunjuk, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 188 

Ayat (1) KUHAP:  

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan 

tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak 

pidana dan siapa pelakunya.” 

 

Yahya Harahap mengungkapkan bahwa rumusan pasal tersebut sulit 

untuk dipahami dengan pasti. Mungkin rumusan tersebut bisa lebih jelas 

dengan menambah beberapa kata. Dengan memasukkan kata-kata 

tambahan, rumusan tersebut dapat dirangkai ke dalam kalimat berikut:  

“Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, 

kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara 

yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian 

dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian 

tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk 

kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya”.2 

Alat bukti petunjuk biasanya diperlukan hanya jika alat bukti lain 

tidak mencapai batas minimum yang diharuskan oleh Pasal 183 KUHAP. 

Dengan merujuk pada petunjuk-petunjuk tersebut, hakim dapat 

 
2 M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan 

KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 313 
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menggunakan mereka sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan 

terkait perkara. Evaluasi terhadap kekuatan bukti dari suatu petunjuk 

dilakukan oleh hakim secara bijaksana setelah melakukan pemeriksaan 

dengan keyakinan dan keadilan berdasarkan hati nuraninya. Ini 

mengindikasikan bahwa akhirnya, keputusan tentang masalah tersebut 

bergantung pada kebijakan hakim. Oleh karena itu, ini setara dengan 

pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang dianggap sebagai 

pengamatan oleh hakim harus dilakukan selama sidang, dan apa yang telah 

diketahui atau dialami oleh hakim sebelumnya tidak dapat menjadi dasar 

pembuktian, kecuali jika perbuatan atau peristiwa tersebut telah diketahui 

secara umum. 

Menurut P.A.F. Lamintang, petunjuk sebenarnya hanya menjadi 

landasan yang dapat hakim gunakan untuk mempertimbangkan suatu 

kenyataan sebagai alat bukti. Dengan kata lain, petunjuk bukanlah alat bukti 

seperti keterangan saksi yang dengan jelas menyatakan terjadinya suatu 

kejadian. Petunjuk hanya berfungsi sebagai dasar pembuktian semata, dari 

mana hakim dapat menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, 

contohnya karena terdapat kesamaan antara kenyataan tersebut dengan 

kenyataan yang sedang dipertanyakan.3 

Hakikat fundamental alat bukti petunjuk identik dengan 

“pengamatan hakim” karena akhirnya penilaian atas kekuatan pembuktian 

 
3 P.A.F. Laminatang, 2010, Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan 

Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 430 
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diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Hal ini dikatakan lebih lanjut oleh 

Andi Hamzah dengan berlandaskan pendapat A. Minkenhof bahwa: “Di sini 

tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim. 

Dengan demikian, menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat 

bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (eigen waarneming van de 

rechter) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau 

diketahui oleh hakim sebelumya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, 

kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.4 

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, betapa pentingnya 

petunjuk untuk menjadi penerang dalam menangani kasus-kasus tindak 

pidana yang terjadi dalam masyarakat. Maka timbul keinginan penulis untuk 

melakukan penelitian tentang bagaimana hakim menerapkan alat bukti 

petunjuk dalam menjauhkan putusan perkara pidana dengan analisis 

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pya. Yang selanjutnya penulis 

konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu : “PENERAPAN ALAT BUKTI 

PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN 

PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR 79/Pid.B/2022/PN Pya”. 

 

 

 
4 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2005, hal. 254-255 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah suatu pedoman yang dapat mempermudah 

dalam pembahasan masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi salah sasaran 

yang akan dikemukakan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan latar 

belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah dasar pertimbangan majelis hakim menggunakan alat bukti 

petunjuk dalam memutus pwekara Nomor 79/Pid.B/PN Pya? 

2. Bagaimana penerapan alat bukti petunjuk oleh majelis hakim dalam 

memutuskan perkara pidana Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pya? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam setiap penulisan tentunya mempunyai beberapa tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitiannya tersebut. Hal ini lebih bermanfaat dalam 

pelaksanaan suatu penelitian karena dapat dijadikan sebuah pegangan dan 

motivasi dalam melakukan penulisan ini. Sesuai dengan pernyataan di atas 

maka dalam penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Tujuan Subyektif : 

a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. 

b. Untuk menambah ilu pengetahuan dan wawasan social terutama di 

dibidang hukum. 

2. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui alat bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara 

pidana. 
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b. Untuk mengetahui fungsi alat bukti petunjuk dalam penyelesaian 

perkara pidana. 

c. Untuk mengetahui oenerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam 

menjathkan putusan perkara pidana analisis Putusan Nomor 

79/Pid.B/2022/PN Pya. 

D. Manfaat penelitian 

Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penelitian juga tidak lepas 

dari manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian. Penelitian ini 

dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

pengembangan ilmu-ilmu hukum pada umumnya dan mengenai 

alat bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara pidana pada 

khususnya. 

b. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang 

diteliti. 

c. Untuk lebih mengembangkan pola pikir, maupun mengetahui 

kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 

2. Manfaat praktis  

Untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, instansi-instansi yang bersangkutan dalam kaitanya 

dengan objek yang diteliti. 
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E. Originalitas Penelitian 

No Nama dan Judul 

Skripsi 

Permasalahan  Hasil Penelitian Perbedaan 

1 Zainul Muhtarom 

2016 PENERAPAN 

ALAT BUKTI 

DALAM SIDANG 

PERADILA 

PIDANA DI 

INDONESIA 

DALAM 

PERSPEKTIF 

HUKUM PIDANA 

POSITIF DAN 

HUKUM ISLAM 

(Studi Atas Putusan 

Kasus JIS No. 

1236/Pid.Sus/2014/P

N.JKT.SEL.) 

1. Bagaimana 

konsep hukum 

peradilan pidana 

di indonesia? 

2. Bagaimana 

penerapan alat 

bukti dalam 

peradilan pidana 

di Indonesia? 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukan 

bahwapenerapan alat 

bukti dalam sidang 

peradilan pidana di 

Indonesia cukup 

baik. Namun 

beberapa hakim 

masih belum mampu 

untuk menerapkan 

alat buktiyang sesuai 

dengan Kitab 

Undang-Undang 

Hukum Acara 

Pidana, oleh sebab 

ituperlu adanya 

peningkatan 

kemampuan analisa 

hukum dalam menilai 

alat bukti di 

persidangan. Hal itu 

penting karena pada 

akhirnya, segala 

persoalan dan 

pembuktian 

diputuskan oleh 

hakim. 

Penelitian zainul 

muhtaro tentang 

penerapan alat 

buktindalam 

persidangan 

pidana di 

Indonesia dalam 

perspektif hukum 

pidana positif 

dan hukum islam 

sedangkan Banu 

Mandala Putra 

tentang 

penerapan alat 

bukti petunjuk 

oleh hakim 

dalam 

menjatuhkan 

putsan perkara 

pidana. 

2 Siroj Hidayat 2016 

ANALISIS YURIDIS 

TENTANG 

PEMBUKTIAN 

KESALAHAN 

TERDAKWA 

DALAM TINDAK 

PIDANA 

PENGANIAYAAN 

(Putusan Pengadilan 

Lubuk Pakam Nomor: 

2167/Pid.B/2014/PN.

Lpb-LD) 

1. Apakah kesalahan 

terdakwa tidak 

terbukti secara sah 

dan meyakinkan 

melakukan 

penganiayaan 

sesuai dengan 

fakta-fakta yang 

terungkap di 

persidangan? 

2.Apakah 

pertimbangan 

hakim terhadap ala 

bukti sesuai 

Hasil penelitian 

pertimbangan hakim 

terhadap alat bukti 

tidak sesuai dengan 

prinsip pembuktian 

yaiu Pasal 183 

KUHAP, 185 Ayat 

(6) KUHAP Huruf a 

dan b. dimana hakim 

ragu dengan alat 

bukti yang diajukan 

oleh penuntut umu, 

keraguan hakim 

dalam kasus ini 

Penelitian siroj 

hidayat tentang 

analisis yuridis 

tentang 

pembutian 

kesalahan 

terdakwa dalam 

tindak pidana 

penganiayaan. 

Sedangkan Banu 

Mandala Putra 

tentang 

penerapan alat 

bukti petunjuk 

oleh hakim 
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dengan prinsip 

pembuktian? 

adalah keraguan yang 

salah 

dalam 

menjatuhan 

putusan perkara 

pidana. 

3 Ahmad Ridha N 2017 

TINJAUAN 

YURIDIS 

TERHADAP 

KEKUATAN ALAT 

BUKTI REKAMAN 

CLOSED CIRCUIT 

TELEVISION 

(CCTV) DALAM 

TINDAK PIDAnA 

PENCURIAN (Studi 

Kasus Putusan 

Nomor: 

940/Pid.B/Pn.Mks) 

1. Bagaimanakah 

kedudukan hukum 

Closed Circuit 

Television (CCTV)  

dalam proses 

pembuktian tidak 

pidana? 

2.Bagaimanakah 

pertimbangan 

hukum hakim 

mengenai 

pembuktian tindak 

pidana dengan 

menggunakan 

Closed Circuit 

Television (CCTV) 

terhadap Putusan 

Nomor: 

940/Pid.B/Pn.Mks

? 

Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian 

Ahmad Ridha N 

adalah peran CCTV 

sebagai alat bukti 

elektronik merupakan 

perluasan dari lat ukti 

sebagaimana diatur 

dalam Pasal 184 

KUHAP yang 

penerapannya tidak 

hanya terbatas pada 

tindak pidana khusus, 

tetapi juga dapat 

berlaku dalam 

pembuktian pada 

sidang pengadilan 

tindak pidana umum. 

Penelitian 

Ahmad Ridha N 

tentang kekuatan 

alat bukti CCTV 

dalam tindak 

piana oencurian. 

Sedangkan Banu 

Mandala Putra 

tenang penerapan 

alat bukti 

petunjuk oleh 

hakim dalam 

menjatuhkan 

putusan perkara 

pidana. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Acara Pidana 

1.  Pengertian Hukum Acara Pidana 

Hukum Acara Pidana ialah peraturan yang mengatur tentang 

bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan 

tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan 

pengadilan itu harus dilaksanakan. Jika ada seseorang atau sekelompok 

orang yang melakukan pebuatan pidana.5. 

J.C.T. Simorangkir6, mengemukakan pengertian hukum acara 

pidana adalah hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan 

hukum pidana materil. 

2.  Tujuan Hukum Acara Pidana 

Menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana mencari 

kebenaran itu hanyalah tujuan dan trujuan akhirnya ialah ketertiban 

umum, ketentraman, kedamaian, dan kesejahtraan dalam  masyarakat.7 

Menurut Moch. Faisal Salam8 tujuan hukum acara pidana ialah 

untuk mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran 

materil, ialah kkebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara 

pidana dengan menerapkan ketentuyan hukum acara pidana secara jujur 

 
5 Andi Hamzah , Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1984, , hal 13 
6 J.C.T. Simorangkir, dkk. Kamus Hukum,  Jakarta, Aksara Baru , 1981, hlm 78 
7 Monang Siahaan, Falsafah dan filosofi hukum acara pidana, Jakarta:Gramedia 

hal 3 
8 Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalamn teori dan praktik, Bandung: 

CV Mandar Maju, 2001, hal 1 
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dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat 

didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya 

meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan 

apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang 

yang didakwa itu dapat dipersalahkan. 

Lebih lanjut, Moch Faisal Salam9 mengatakan, bahwa setelah 

putusan penngadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah 

dilakukan dan akhirmnya putusan telah mencapai kekuatan hukum yang 

tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok pokok  cara 

pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Sehingga, apa yang 

diatur dalam hukum acara pidana adalah cara yang harus ditempuh 

dalam menegakkan ketertiban hukum dimasyarakat, namun sekaligus 

bertujuan untuk melindungi tiap-tiap hak baik korban maupun pelaku. 

3.  Fungsi Hukum Acara Pidana 

Van Bemmelen10 mengemukakan 3 (tiga) funsi hukum acara 

pidana, antara lain: 

a. Mencari dan menemukan kebenaran; 

b. Pengambilan putusan oleh hakim;dan 

c. Pelaksanaan putusan yang telah diambil. 

Dari ketiga fungsi diatas, fungsi yang dianggap paling penting 

karena menjadi tumpuan bagi kedua  fungsi lainnya ialah fungsi 

 
9 Ibid. 
10 Andi Hamzah, Op.Cit, hal 8. 
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“mencari dan menemukan kebenran”. Setelah menemukan kebenaran 

yan diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti tulah, hakim akan 

sampai kepada putusan yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.  

B. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti 

1.  Pengertian Alat Bukti 

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada 

hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti 

tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna 

menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak 

pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.11 

2.  Peranan Alat Bukti 

Alat bukti merupakan bagian terpenting dalam mencari atau 

menemukan suatu kebenaran materiil. Di dalam penggunaannya alat-

alat bukti sangat menentukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa 

atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu diberi batasan 

mengenai pengertian alat bukti itu sendiri. Secara garis besar kedudukan 

alat bukti bertujuan untuk memberi kepastian kepada hakim mengenai 

terjadinya peristiwa-peristiwa, kejadian maupun keadaan yang penting 

bagi pengadilan perkara yang bersangkutan. 

 

 

 
11 Bambang Poernomo, Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-

azaz Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 2 
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3.  Jenis-Jenis Alat Bukti 

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitative 

mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti 

itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa. Artinya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat 

hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat 

bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian menurut undang-undang. 

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang tercantum di dalam 

ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu antara lain: 

a. Keterangan Saksi 

Keterangan saksi ialah apa yang saksi kemukakan di dalam 

sidang pengadilan, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti 

dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu 

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami 

sendiri dengan menyebut alasan daripengetahuannya itu, saksi tidak 

boleh memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana yang 

ia dengar dari orang lain. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat 

bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir 

semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan 

saksi. Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud keterangan 

saksi adalah satu bukti dalam prkara pidana yang berupa keterangan dari 
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saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami 

sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.12 

Pengertian saksi lebih diperjelas lagi dalam Pasal 1 Angka (27) 

KUHAP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam 

perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu 

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 

sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Artinya, 

dalam pasal tersebut sebenarnya berusaha memberikan batasan 

mengenai keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti. Jika orang 

tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri maka orang 

tersebut tidak bisa dijadikan saksi, hal ini diterangkan dalam penjelasan 

Pasal 185 Ayat (1), yaitu dalam keterangan saksi tidak termasuk 

keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu13. 

b. Keterangan Ahli 

Yang dimaksud keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan 

oleh seseorang yang dianggap memeliki “keahlian khusus” tentang 

masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang 

sedang diperiksa, hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang 

diperiksa menjadi terang dan jelas.14 Pasal 1 angka 28 undang-undang 

 
12 Dr.Herlina Manullang,Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,medan: BINA MEDIA 

PERINTIS,2019,hlm 94. 
13 Emei Dwinanarhati Setiamandani, SH., LL.M., Kedudukan Saksi Korban 

Sebagai Alat Bukti,Malang:DARKAH MEDIA,2012,HAL 54-55 
14 http://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-

pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap- diakses pada selasa, 

18 Oktober 2022 pukul 11.52 

http://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap-
http://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap-
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No. 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

menyebutkan bahwa: 

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang 

yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk 

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” 

 

c. Surat 

Alat bukti surat telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP, surat 

sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana tidak jauh beda dengan 

hukum acara perdata, sebab kekuatan pembuktiannya tergantung pada 

hakim yang akan menilai kebenaran alat bukti surat tersebut. Menurut 

Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai bukti sah adalah 

yang dibuat atas sumpah jabatannya atau yang dikuatkan dengan 

sumpah. Menurut bunyi Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai 

sebagai alat bukti yang sah menurut undan-undang, ialah surat yang 

dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.15         

d. Petunjuk  

Ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk sebagai alat bukti 

diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yang artinya adalah suatu perbuatan, 

kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang 

satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, 

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 

pelakunya. Bahwa apa yang dimaksud dengan perbuatan, kejadian atau 

 
15 Geraldo Angelo Luntungan,SURAT SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT 

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA,Jurnal Lex Crimen Vol. 

VII/No. 5 (Juli,2018) ,60. 
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keadaan adalah fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya 

tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukannya dan 

menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana 

tersebut.16 Fakta-fakta inilah dan ditambah alat bukti lainnya lagi, dapat 

dipergunakan oleh hakim dalam hal membentuk keyakinannya Pada 

prinsipnya alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat 

bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti 

lainnya. Pasal 188 (2) KUHAP memberikan pengertian alat bukti 

petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian,atau keadaan yang mempunyai 

persesuaian antara yang satu dan yang lain atau dengan tindak pidana 

itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang 

pelaku. 

e. Keterangan Terdakwa 

Mengenai keterangan terdakwa, KUHAP Pasal 189 telah 

menyebutkan bahwa: 

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 

pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui 

sendiri atau alami sendiri” 

 

Bunyi Pasal 189, yang menjelaskan keterangan terdakwa 

sebagai alat bukti yang sah, memiliki kriteria yang serupa atau semakna 

dengan bunyi Pasal 187 yang menjelaskan keterangan saksi. Yaitu 

umtuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, keterangan terdakwa 

 
16 Dedi Hartono Latif, PERAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK 

PIDANA UMUM MENURUT KUHAP, Jurnal Lex Administratum, Vol. IV/No. 

3(Maret,2016),209 
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harus disampaikan sendiri dimuka sidang pengadilan, dan kejadian atau 

peristiwa tersebut harus dialami oleh terdakwa itu sendiri.17 

Kemudian, penting juga untuk dicatat bahwa terdakwa berhak 

memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau majelis 

hakim tanpa ada tekanan dati pihak manapun, hal ini termaktub didalam 

KUHAP Pasal 52 yang berbunyi: 

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, 

tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas 

kepada penyidik atau hakim” 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pembuktian 

1.  Pengertian Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana 

Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum 

acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut 

hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata 

cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk 

menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.18 

Pembuktian lebih jelasnya diatur pada pasal 183 KUHAP, yang 

berbunyi sebagai berikut: ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada 

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". 

 
17 http://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-

pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap- diakses pada 19 

Oktober 2022 pukul 11.03 
18 Sasangka, Hari dan Lily Rosita.2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. 

Bandung:Mandar Maju. hlm. 39 

http://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap-
http://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap-
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Pembuktian memiliki berbagai bentuk yang bervariasi, 

tergantung pada cara seorang ahli hukum memberikan definisi pada 

setiap bentuk pembuktian. Para ahli hukum akan memberikan definisi 

dengan memahami secara mendalam makna dari setiap bentuk 

pembuktian tersebut. Beberapa pakar menyampaikan pandangan 

mereka mengenai makna istilah sistem pembuktian, sebagai berikut: 

a. Subekti yang berpendapat bahwa melakukan pembuktian adalah 

suatu usaha untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran argumen 

atau dalil yang diajukan dalam suatu perselisihan.19 

b. Sudikno Mertokusumo berpendapat berbeda, yaitu dalam konteks 

pembuktian, yang dimaksud secara yuridis adalah usaha untuk 

menyediakan dasar-dasar yang memadai kepada hakim yang 

memeriksa perkara tersebut. Tujuannya adalah memberikan 

keyakinan mengenai kebenaran peristiwa hukum yang diajukan.20 

Dapat disimpulkan bahwa, pembuktian harus didasarkan kepada 

Undang-Undang, dalam hal ini adalah KUHAP. Pasal 183 KUHAP 

mengatur tentang sistem pembuktian berdasar Undang-Undang secara 

negative atau negative wettlijk, dimana untuk menentukan benar 

tidaknya terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa 

mempunyai prinsip batas minimum, yaitu :  

 
19 Subekti, Hukum Pembuktian, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 2001, hlm 1. 
20 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Liberty), 

Yogyakarta, 2006, hlm 135 
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a. Bahwa kesalahan terbukti sekurang-kurangnya ada dua alat bukti 

yang sah. 

b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 

yang sah, hakim ’memperoleh keyakinan’ bahwa tindak pidana 

benar-benar terjadi, bahwa terdakwalah yang bersalah telah 

melakukannya.21 

2.  Tujuan Pembuktian  

Tujuan dari proses pembuktian adalah memberikan penjelasan 

mengenai kebenaran suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut 

dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima secara logis.22  

Tujuan dan manfaat pembuktian bagi pihak-pihak yang terlibat 

dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:23 

a. Bagi penuntut umum, Pembuktian merupakan upaya yang  

dilakukan untuk meyakinkan hakim berdasarkan bukti-bukti yang 

ada, dengan harapan hakim akan menyatakan terdakwa bersalah 

sesuai dengan isi surat dakwaan.; 

b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan upaya 

untuk meyakinkan hakim dengan mengandalkan bukti-bukti yang 

tersedia, dengan harapan hakim akan menyatakan terdakwa 

 
21 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 

Penyelidikan danPenuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.hlm. 89. 
22 Martiman Prodjohamidjojo, Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 1984, hlm 11 
23 http://www.pn-

lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html

#tabs_Group_name:tabeLampiran diakses pada 19 Oktober 2022 pukul 12.44 

http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs_Group_name:tabeLampiran
http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs_Group_name:tabeLampiran
http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs_Group_name:tabeLampiran
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dibebaskan atau melepaskan dari tuntutan hukum yang diajukan oleh 

jaksa penuntut umum. 

c. Bagi hakim, berdasarkan hasil pembuktian dari bukti-bukti yang 

disajikan dalam persidangan, baik yang diajukan oleh penuntut 

umum maupun penasihat hukum/terdakwa, akan menggunakan 

informasi tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan. 

3.  Sistem Pembuktian 

Berikut beberapa ajaran yang terkait dengan sistem pembuktian, 

digunakan sebagai materi perbandingan untuk memahami sistem 

pembuktian yang diikuti dalam KUHAP. 

a. Conviction-in Time 

Sistem atau teori pembuktian yang didasarkan pada 

keyakinan hakim semata (Conviction-in Time) mengikuti ajaran 

bahwa keputusan bersalah atau tidaknya terdakwa terhadap suatu 

tuduhan sepenuhnya bergantung pada keyakinan pribadi hakim.24 

Jadi terdakwa bersalah atau layak dihukum sepenuhnya terkait 

dengan keyakinan subjektif hakim. Meskipun bukti sudah cukup, 

jika hakim tidak yakin, maka hakim tidak diperbolehkan 

menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, meskipun bukti tidak ada, jika 

hakim sudah yakin, hakim memiliki kewenangan untuk 

 
24 M. Yahya Harahap, PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN 

KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, 

(SINAR GRAFIKA), Jakarta, 2009, hlm 277. 
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menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, keputusan hakim dalam 

memberikan hukuman menjadi sangat subyektif. 

b. Conviction-Raisone 

Dalam sistem ini, peran kunci tetap dimainkan oleh 

keyakinan hakim dalam menentukan apakah terdakwa bersalah atau 

tidak. Namun, dalam kerangka sistem pembuktian ini, keyakinan 

hakim harus disertai dengan alasan-alasan yang terperinci.25 Hakim 

memiliki kewajiban untuk mengungkapkan dan menjelaskan secara 

rinci alasan-alasan yang mendasari keyakinannya terhadap 

kesalahan terdakwa. 

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif 

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, 

pembuktian adalah suatu sistem yang berbeda dengan sistem 

pembuktian berdasarkan keyakinan atau conviction in time. Sistem 

ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang 

ditentukan undang-undang.26 Sistem pembuktian menurut undang-

undang secara positif, lebih sesuai dibandingkan dengan sistem 

pembuktian menurut keyakinan. Karena sistem pembuktian menurut 

undang-undang secara positif, lebih dekat dengan prinsip 

“penghukuman berdasarkan hukum”. Artinya penjatuhan hukuman 

 
25 Ibid. hlm 277 
26 Ibid. hlm 278 
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tidak semata-mata pada keyakinan hakim, tetapi diatas kewenangan 

undang-undang. 

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif 

Sistem Sistem pembuktian menurut undang-undang secara 

negatif adalah suatu bentuk keseimbangan antara dua sistem yang 

secara ekstrim saling bertentangan. Sisitem ini menggabungkan 

secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan 

pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara negatif berbunyi: 

“salah atau tidaknya seorang terdakwa doitentukan oleh keyakinan 

hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang 

sah menurut undang-undang”.27 

Berdasarkan bunyi  sistem pembuktian menurut undang-

undang secara negatif  di atas, untuk menyatakan salah atau tidaknya 

seorang terdakwa, tidak cukup berdasrkan keyakinan hakim semata. 

Atau hanya semata-mata didasarkan  atas keterbuktian menurut 

ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang 

ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dinyatakan 

bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat 

dibuktikan dengan cara dang dengan alat-alat bukti yang sah 

menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu 

dibarengi dengan keyakinan hakim. 

 
27 Ibid.  hlm 279 
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Setelah dijelaskan beberapa sistem pembuktian sebagai bahan 

pertimbangan. Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP sesuai 

dengan bunyi pasal 183 yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang 

secara negatif. 

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim 

1.  Pengertian Putusan Hakim 

Keputusan hakim merupakan simbol tertinggi dan puncak dari 

mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran esensial, hak asasi 

manusia, penguasaan hukum atau fakta yang kokoh, serta kesesuaian 

dan faktualitas. Selain itu, juga mencerminkan etika, mentalitas, dan 

moralitas dari hakim yang bersangkutan.28 

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah 

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, 

yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum 

jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. 

Tidak jauh berbeda dengan kita semua, bahwa seorang hakim 

adalah manusia. Oleh karena itu, ketika ia memberikan putusannya 

untuk mencari kebenaran, hal itu tidak berarti bahwa apa yang 

diyakininya telah menjadi kebenaran mutlak. Oleh karena itu, dapat 

 
28 Lilik Mulyadi,  Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana 

Indonesia, (PT. Citra Aditya Bakti), Bandung, 2010, hlm 129 
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dimengerti bahwa tanggung jawab hakim sangat besar karena selain 

harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara, ia juga harus 

mempertanggungjawabkan tindakannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Hal terakhir ini merupakan konsekuensi dari apa yang dirumuskan 

dalam putusannya dengan frase “Demi keadilan berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”.29 

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu 

pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang 

diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang 

terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara 

atau sengketa antara pihak yang berperkara.30 

2.  Tujuan Putusan Hakim 

Putusan hakim sebaiknya mencakup beberapa aspek. Pertama, 

itu harus mencerminkan proses kehidupan sosial sebagai bagian dari 

kontrol sosial. Kedua, putusan hakim merupakan manifestasi dari 

hukum yang berlaku dan diterapkan untuk setiap individu atau 

kelompok dalam negara. Ketiga, harus mencerminkan keseimbangan 

antara ketentuan hukum dengan realitas di lapangan. Keempat, harus 

bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan hukum. 

 
29 Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu 

Perkara Pidana, Askara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hal 34. 
30 Sudikno Mertokususmo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 

1988), 167-168. 
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Kelima, tidak boleh menimbulkan konflik baru di masyarakat untuk 

para pihak yang terlibat dalam perselisihan..31 

Putusan hakim sebagai bagian dari hasil proses persidangan 

harus dapat memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari para pencari 

keadilan.Pengadilan sebagai tempat terakhir bagi para pencari keadilan 

harus mampu memutuskan suatu perkara yang bertitik tolak pada 

kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. 

3.  Bentuk-Bentuk Putusan Hakim 

Secara substansial putusan hakim dalam kasus pidana hanya 

memiliki tiga karakteristik, yaitu:32 

a. Pemidanaan, Hakim atau pengadilan dapat menjatuhkan hukuman 

pidana jika mereka berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan 

meyakinkan, sesuai dengan hukum, terbukti bersalah melakukan 

tindakan pidana yang didakwakan (sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) 

KUHAP). 

b. Putusan bebas,  jika hakim menyimpulkan bahwa dari pemeriksaan 

di persidangan, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

sesuai hukum terkait perbuatan yang didakwakan (sesuai dengan 

Pasal 191 ayat (1) KUHAP). 

 
31 Fence M. Wantu. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan 

Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. Gorontalo. Jurnal Dinamika 

Hukum Vol.12 No.2. Universitas Negeri Gorontalo. Hal. 482 
32 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana 

Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 194. 
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c. Keputusan pelepasan dari semua tuntutan hukum diberikan ketika 

hakim menyatakan bahwa tindakan yang dituduhkan kepada 

terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut tidak dapat 

dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (sesuai dengan Pasal 191 

ayat (2) KUHAP). 

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

keputusan hakim dalam kasus pidana dapat berupa hukuman pidana, 

pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.  
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METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan gabungan dari pendekatan hukum normatif 

dan empiris. Penelitian normatif mengacu pada norma-norma yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Di 

sisi lain, penelitian empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk 

memahami implementasi hukum dengan mengkaji data di lapangan. Secara 

khusus, penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang 

bertujuan untuk mengamati hukum dalam konteks praktis, serta meneliti 

bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat.33 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang 

digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek 

terkait isu yang sedang diinvestigasi. Salah satu metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-

undangan. Pada penelitian normatif, pendekatan peraturan perundang-

undangan menjadi suatu keharusan karena fokus penelitian berada pada 

berbagai aturan hukum yang juga menjadi tema sentral dari penelitian 

tersebut. 

 

 
33 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat,  Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hal.  45 
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C.  Jenis dan Sunber Bahan Hukum atau Data 

1. Jenis Data 

Dalam penelitian pada umumnya erdapat perbedaan antara data 

yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diambil 

dari sumber-sumber pustaka. Data yang dikumpulkan langsung dari 

masyarakat disebut sebagai data primer (atau data dasar), sedangkan 

data yang diambil dari referensi pustaka biasanya disebut sebagai data 

sekunder..34 

Data yang digunakan dalam penulisan ini bersifat data 

sekunder, melibatkan bahan pustaka yang mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-

undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen terkait lainnya 

yang relevan dengan materi penelitian. 

2. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum primer merujuk kepada segala materi hukum 

yang memiliki kekuatan yuridis dan mengikat. Bahan hukum primer 

mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 

penelitian. Di sisi lain, bahan hukum sekunder mengacu pada materi 

yang terkait dan menjelaskan aspek-aspek dari bahan hukum primer, 

seperti buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan alat bukti dan 

barang bukti. 

 
34 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu 

Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1   
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Bahan hukum primer yang dimanfaatkan dalam penelitian ini 

terdiri dari peraturan perundang-undangan. Berikut adalah bahan 

hukum primer yang digunakan: 

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terkait bahan 

hukum primer, mencakup rancangan undang-undang, laporan hasil 

penelitian, karya ilmiah yang dihasilkan oleh pakar hukum, dan sebagainya. 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Kepustakaan 

Metode Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan 

metode studi pustaka, yang merupakan cara untuk mengumpulkan 

informasi dengan melakukan penelusuran dan tinjauan terhadap 

berbagai sumber pustaka seperti literatur, hasil penelitian, majalah 

ilmiah, buletin ilmiah, dan jurnal ilmiah. Bahan hukum dikumpulkan 

melalui langkah-langkah inventarisasi dan identifikasi peraturan 

perundang-undangan, serta pengelompokan dan penataan bahan hukum 

secara sistematis sesuai dengan isu penelitian. Oleh karena itu, teknik 

pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui 

studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan membaca, 

menganalisis, mencatat, dan membuat ulasan terhadap materi pustaka 

yang berkaitan dengan topik mengenai alat bukti dan barang bukti. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara 

bertanya langsung kepada narasumber.Jenis wawancara yang penulis 

gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur 

dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai 

pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. 

E.  Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode 

analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan 

bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, 

teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 

Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan 

dengan fakta-fakta yang relevan (legal facts) yang dipakai sebagai premis 

minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (conclution) 

terhadap permasalahannya. 

      


